PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR: 14 TAHUN 2001

TENTANG

pERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang ©  a bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah Nomor | Tahun 2001 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, maka perlu
dilakukan perubahan Anggaran Daerah

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan

Dacrah

Mengingat .| Undang- undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pernhcqlul-;an
TR " Dacrah-daerah  Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat .

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 lcntﬂng‘ Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan lembaran Negara Nomor 3312)) :-{ii.:qhagalmunu
telah diubah dengan UIndang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Ncgara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
[ embaran Negara Nomor 3569) ,

)

1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
B IJerirleﬁﬂIT Hak Atas Tanah dan Bangunan (L.embaran Negara
Tahun 1997 Nomor 44. Tambahan LLembaran Negara Nomor

3688) .

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemerintahan Dacrah | [.embaran Negara Tahun 1999 Nomor
40 Tambahan [.embaran Negara Nomor 3839) .

5 Undang-undang .
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5. Undang-und:
I’L‘rrimh‘*ungq:?g Nomor: 25 lahun 1999 tentang
{ e h' _ Luank’iln Anluru Fl:'l"l']L'”n-[-h l,] - e
 L.embaran NL'EHTH. ah Pusat dan Daerah

Tahun 1 GO |
: : 7 N 9 T
l.embaran Negara Nomor 3848 \ omor 72 . Tambahan

6. lJndﬂng-undung nomo
atas l.|nd;1ng~umlung
1997 tentang p

r 34 Tahun 2000 lentang Perubahan
b1 Republik Indonesia nomor 18 Tahun
ajak Daerah dan Retribusi Daerah:

7. Peraturan Pemerint: s | .
tmerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak

Dacrah (I embaran Negara Tahun 1997 Nomor 54. Tambahan
l.embaran Negara Nomor 3691)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Dacrah (I embaran Negara Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan L.embaran Negara Nomor 3692) -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) .

10. Peraturan Pemerintah nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan:

11 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaaan dasn Pertanggung jawaban Keuangan Daerah -

2¢! 2000 tentang
12 Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun e
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah :

|3 Peraturan Pemerintah nomor 110 tentang Kedudukan

Keuangan Dewan Perwakilan Rakayat Daerah;

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975

: ; Anggaran
toh Cara Penyusunan 0
tang Contoh-conto o | ;
::nndaaatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha
¢

K gan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
cuan

Pendapatan dan

14 Peraturan Mentern

Belanja Daerah |

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978

| 5. Peraturan 1aan Sumbangan Pihak ketiga kepada Daerah :
ne

tentang Pe

| 7. Peraturan Mentern ......ooeee
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16. Per
4 Llituran Mﬂnlen m,
r;nldng Pelaksgr, alam
2 r »alldg
acrah Sehagaiman.
[)alarn N'L‘g[: na

N :
H Anuuuriierlp Nomor 2 Tahun 1994
elah diuhgly gon TAn dan  Belanja

nN s cngan Pe |
OMOr 2 Tahun 1996, gan Peraturan Menteri

lentang | angka E’ﬂlam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
€rtama  Pensinkronisasian Anggaran

Pendapatan 4
an  Belan; ;
Pendapatan dan Belanja Né;araPaErdh dengan  Anggaran

20. '
lfgpgzupﬁtzlrln L\r’ientcrl Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
Susumn Erbl‘}’SS tentang Penyempurnaan Bentuk dan
Daerah et eru ahan Angg;lran Pendapatan dan Belanja
>tbagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 :

ZI.Kepylusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal |1
April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit  dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah -

22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998
tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah |

24 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 8
Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Magelang.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2735/SJ tanggal
00 Perihal Pedoman Umum Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Memperhatikan - 1.
17 Nopember 20

dan Pelaksanaan _
Tahun Anggaran 2001

. - »wan Perwakilan Rakyat
- - ganosidang Pleno Dewan y
2. Risalah — pPembahasan Rancangan Peraturan Daerah

: noenal -
Dﬂf—'”h m;gfuhuhuﬂ Anggaran Pcndapalan dan Belan )3
tentang

Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan ............
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Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
MEMUTUSKAN
etapkan PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG

LIEII{I;:?:‘I.;N | ,-\N(E(;f\Rf\N PENDAPATAN  DAN
ALANIA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Men

Pasal 1

1) Aﬁggrdran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2001 semula
berjumlah Rp  113.137.784 000~ bertambah sejumlah
Rp.7.261.140.000.- sehingga menjadi Rp.120.398.924.000).-

2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 semula
berjumlah  Rp.113.137.784.000.,- bertambah  sejumlah
Rp.7.261.140.000.- schingga menjadi Rp.120.398.924.000.-

dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 85.219.489.000.-
Bertambah ........ ... Rp._9.873.655.000.-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp 05.093.144.000.-

lanja Pembangunan sebelum
> perub Rp 27.918.295.000.-

Perubahan ........cccooooeeeeee .

Berkurang .......-ooooooooo e (Rp___2.612.515.000.-)
| Pymban unan setelah

?’eri?:hai B Rp 25.305.780.000.-

Pasal 2

han Anggaran Pendapatan dan Belanja

1) Ringkasan Paritt | | di atas, sebagaimana [Lampiran

Daerah dimaksud p'fldla Pasa
| Peraturan Daerah N1

yrangan Anggaran Pendapatan

. /peng . .
2) Rincian Pe“ambahan d (1) di atas, sebagaimana [.ampiran

dimaksud pada Pasal l_.ayat
[| Peraturan Daerah 1l

3)Rincian ......... ...
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3) Rincian penambahan/ne
3) R an/pen :
dimaksud pada Pygy) | 3 Surangar, Anggurun

WVat (2) di 1. Belanja |
[l Peraturan Daerah in:- ' Alas, sehyg 2 Rutin
Iny: Bdlimang Lampiran
4) Rincian PCnambahyp,
e _ PENgurangy
PLmhtil-*l;:llﬂdﬂ dll'ﬂ.ﬂkﬁlld Pﬂdu Eﬂ:a[ lﬂﬂggﬂmn Bﬂlﬂnd
Si.hdgdlmdﬂd I,ump]ran I'v ljﬁrﬂ[uran‘[)r erh‘l_};u.t (2) dl dlas
Ini,
Pasal 3
1) Anggaran Pendapatan RBae:
e | aglan Urusan Kae 4. -
Tahun Angg'.lrﬂn 2001 semula berjumlah E’Rddn Perhitungan
berkurung Sc_lumlﬂh P 7 Uq{} 1“20”0

(Rp 1.
Rp 5.863 564.000.. | | -20-638.000,.)

1)

Anggaran Belanja
Anggaran 2001

berkurang sejumlah (Rp 1.226
Rp.5.863.564.000 -

berjumlah Rp

2)

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun

7.090.202.000.-

638.000,-) sehingga menjadi

Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat

(1) pasal ini masing-masing dimuat dalam [Lampiran VI

Peraturan Daerah ini.

Pasal §

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah 1ni.
Pasal 6

Peraturan Daerah in1 mulai berlaku setelah mendapat pengesahan

dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan
ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,

mula1 tanggal

memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

l.embaran Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal ..

Magelang

27 September 2001

WALIKOTA MAGELANG

\}z‘.‘![»ﬁ’ff |

H. FAHRIYANTO
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Diundangkan di Magelan
pada tanggal 1 Sktobger 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

a 71,

)
032 655

I EMBARAN DAERAH KOTA.
TATIUN 2001 NOMOR 58+ AGELANG

SERI D NOMOR 31
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